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ISSUE

 "digital finance" diharapkan mampu meningkatkan
pemasukan pajak

 Kinerja fiscal dinilai belum maksimal tahun 2018

» kebijakan fiskal memiliki peran sangat penting dalam geliat
perekonomian nasional.



Mengapa Reformasi Fiskal harus dilakukan?

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia

——————————————————————————————————————————

Kebutuhan untuk

m Reformasi 1997-1999: 2012 - sekarang

e n d U kU n g Struktural Ke-1 Asian Financial Harga komaditas melemah;
. - -

1988 - 1996: - Rebalancing Ekonomi Tiongkok;

pertumbuhan ekonomi .. — e e o e
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Mengapa Reformasi Fiskal harus dilakukan?

Untuk memperkuat
ketahanan (resilience)
ekonomi Indonesia

 Kondisi ekonomi global dan
nasional tidak selalu linier
dan stabil.

v Indonesiafperlu menjaga “fiscal
space/buffer” untuk ketahanan
ekonomi menghadapi shock
(counter cyclical)

v Pengalaman AFC 1998 dan GFC
2008, ketahanan ekonomi
tergantung pada kesiapan dan
ketahanan suatu negara
menghadapi krisis.

v Fiscal Sr?aces sudah banyak
digunakan untuk mendukunﬁ
perekonomian selama periode post
AFC 1998 dan GFC 2008

* Masih ada contingent
liability yang akan bisa
menjadi beban fiscal

pemerintah.
v

Sistem Jaminan social
v Pemilikan pemerintah BUMN
v UU Bank Indonesia__
v’ Jaminan terhadap Simpanan
Masyarakat

Keseimbangan Primer, 1996-2016 (% dari PDB)
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Mengapa Reformasi Fiskal harus dilakukan?

Kebutuhan untuk mengurangi
kemiskinan dan memperbaiki Angka Kemiskinan (%) Ketimpangan (GINI Ratio)

ketimpangan ekonomi.

0.410.410.41 s

* Mekanisme pasar tidak cukup 16.6
dan tidak mampu bekerja untuk g
mengurangi kemiskinan. o s

v'Tidak cukup insentif bagi pelaku N 12

T~ 114113 112 .
ekonomi untuk menciptakan \'-‘—h_‘\lo_y -

kegiatan ekonomi bagi kelompok .
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rumah tangga berpendapatan 10.12 0.36

Gini Rasio September 2017

e K | kani 0,391, menurun dibanding
eégagalan mekanisme pasar posisi Maret 2017 0,393

cenderung menciptakan
pemusatan kekuatan ekonomi.

rendah.

Catatan: pemilikan negara atas

sumber daya alam dan bad public B 8 8 O =~ N O S WV O O o= N M 4 W O
governance (seperti korupsi) sama 8 8 o '8- é é é é é '8- é g g g '8— § § § é § § §
potensinya seperti kegagalan
mekanisme pasar terhadap

SICKOI1Of1]Ic Of > © M\l Ye C i1+ dalyd ¢l aldd LA

inequality



Tetapi1 pengeluaran pemerintahternadapP DB masih d

bawah pola normal

Pengeluaran Pemerintah sebagai persentase PDB
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Gambar 1: Pengeluaran Pemerintah sebagai Persentase terhadap GDP Per Kapita (2011 PPP), 2011
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Begitu pula penerimaan pemerintahp er P D B juga di bawah pola normal

Rasio Penerimaan Pemerintah terhadap PDB dan PDB per Kapita

USD PPP, 2011 s Hubungan antara Penerimaan Pemerintah dan Pengeluaran Pemerintah
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Public investment

In percent of GOP)
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Ve trrarm

Sumber MNasional | Kota | Desa
Meningkatkan kesenjangan
Listrik . g 1,25
Telepon 1,19 1,54 2,29
Air bersih 1,50 1,26 1,36
SPP-Pendidikan 1,56 1,35 1,36
Bensin 1,91 1,68 2,49
Solar 3,00 2,51 5,90
Transportasi public - » 1,28
Netral terhadap perubahan
kesenjangan
Listrik 1,09 0,96 *
Transporiasi public 1,10 ’ ~
Mengurangi kesenjanagan
Minyak tanah 0,20 008 | 0,77

0,88 "

Jransportasi pyblic i
Sumber:-gengmungon-tPEMF&rh-eeco
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Track 1la: Tax Reform

1. Perluasan Basis Pajak

* Pembayar pajak di Indonesia jauh dari harapan

* Pelajaran dari Tax Amnesty 2016-2017:
= kontributor pembayar tax amnesty adalah pembayar pajak yang telah
berkontribusi. Artinya pembayar pajak yang tergolong “patuh” pun tidak

membayar pajak seperti yang seharusnya.

"Pembayar pajak baru masih minimal. Masih banyak penduduk Indonesia yang
seharusnya membayar pajak tetapi tidak patuh dan tidak membayar pajak.

2. Perbaikan tax administration
Sistem IT yang ada jauh dari memadai. Perlu perbaikan secara menyeluruh
untuk memperbaiki tax payer’s confidence dan integritas sistem
perpajakan
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Kepatuhan Pajak Masih Rendah
Jumlah Pegawaili Pajak Juga Masih Terbatas

Pembayar pajak di Indonesia jauh dari harapan
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Berujung Pada T a x Ratio Yang Rendah
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Tujuan reformasi pajak

* Peningkatan gen?rimaan pajak per PDB dengan
menutup “compliance gap”.

* Perbajkan iklim i,nves,%asi depgan mengurangi biaya tax
compliance dari wajib pajak.

e Ffisiensi Tax Adm'hniétration dengan meminimalkan
laya ,pEmermta alam menjalankan sistem
perpajakan

* Membangun  public II’IL<JSt and confidence terhadap
Integritas sistem perpajakan
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Prinsip-prinsip reformasi pajak

» Simplicity: tax system and tax * Transparency: Actions taken by tax
administration should be easy to comply administration should be subject to

* Predictability: tax law and regulation scrutiny and results widely publicized
should be clear, accessible and  Efficiency : paper-based should be
consistently applied. minimized through investment in modern

» Effectiveness: Tax Payer services and technology.
enforcement programs should be tailored * Quality : problems should be identified
to the specific characteristic of large, and resolved before they become disputes
medium and small tax payers. » Fairness: Dispute resolution should be

* Integrity: zero tolerance for corruption fast, lost cost and imparsial

» Performance: There should be incentives * Professionalism : Tax officer should he

for high performance and accountability competent and highly motivated.
for result.
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TASK

TULIS KEMBALI HASIL PENDAPAT KELOMPOK ANDA,
BERDASARKAN ISSUE HARI INI.

MINIMAL 2 PARAGRAF DAN UPLOAD DI SIP
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THANK YOU!

ANY QUESTIONS?
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